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BPJS Kesehatan merupakan penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan yang

merupakan salah satu dari lima program dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yaitu

Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan

Jaminan Kematian sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004

tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. BPJS Kesehatan bersama BPJS

Ketenagakerjaan (dahulu bernama Jamsostek) merupakan program pemerintah dalam

kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diresmikan pada tanggal 31

Desember 2013. Untuk BPJS Kesehatan mulai beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2014,

sedangkan BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi sejak 1 Juli 2015. BPJS Kesehatan juga

menjalankan fungsi pemerintahan (governing function) di bidang pelayanan umum (public

services) yang sebelumnya sebagian dijalankan oleh badan usaha milik negara dan sebagian

lainnya oleh lembaga pemerintahan. Gabungan antara kedua fungsi badan usaha dan fungsi

pemerintahan itulah, yang dewasa ini, tercermin dalam status BPJS Kesehatan sebagai badan

hukum publik yang menjalankan fungsi pelayanan umum di bidang penyelenggaraan jaminan

sosial nasional.

Dilansir dari laman tempo.co, untuk saat ini skema dan nominal iuran BPJS Kesehatan masih

sama dengan peraturan sebelumnya. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 64 tahun

2020 mengenai perubahan kedua dari Perpres No. 82 tahun 2018 tentang iuran ditentukan

oleh jenis kepesertaan. Bagi peserta BPJS Kesehatan dari kelompok Pekerja Penerima Upah

(PPU), seperti ASN, POLRI, dan TNI memiliki besaran iuran yang berbeda. Biaya iuran yang

dibebankan sebesar 5% dari gaji dengan rincian 4% dibayarkan instansi dan 1% dari

pemotongan upah. Serta berlaku batas maksimal upah, yakni 12 juta rupiah. Sementara itu,

golongan peserta informal yang dibagi menjadi Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan

masyarakat Bukan Pekerja (BP) mempunyai ketentuan pembayaran iuran BPJS Kesehatan

yang berbeda. Tarif iuran BPJS Kesehatan dibagi menjadi Kelas 1, 2, dan 3 dengan rincian

kelas 1 senilai Rp150.000 untuk setiap peserta per bulan, kelas 2 senilai Rp100.000 untuk

setiap peserta per bulan, kelas 3 senilai Rp35.000 untuk setiap peserta per bulan. Bagi kelas
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3, mendapatkan subsidi sebesar Rp7.000, dari tarif sebelumnya, yaitu Rp 42.000. Karena

adanya perbedaan tarif dan fasilitas dari BPJS tersebut, banyak masyarakat berpendapat

bahwa hal itu menyebabkan adanya ketidakadilan dalam pelayanan kesehatan yang diterima

oleh masyarakat.

Dikarenakan dalam praktiknya masih banyak ditemukan persoalan dalam pelaksanaan BPJS

dengan adanya perbedaan signifikan kualitas pelayanan serta kepuasan pasien, pemerintah

berencana mengevaluasi dan memperbarui guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

Untuk itu pemerintah berencana menghapus penggolongan BPJS Kesehatan berdasarkan

kelas artinya kelas 1, 2 dan 3 yang saat ini berlaku akan hilang. Nantinya, golongan kelas

BPJS Kesehatan akan diganti dengan kelas standar atau tunggal. Tak hanya untuk

pelayanannya tapi juga tarifnya menjadi satu jenis. DJSN (Dewan Jaminan Sosial Nasional)

menyatakan bahwa kelas satu standar ini diberlakukan untuk mencapai ekuitas yang artinya

seluruh lapisan masyarakat mendapatkan kualitas pelayanan kesehatan yang sama sesuai

dengan kebutuhannya dengan adanya standarisasi. Kementrian kesehatan juga menyebutkan

bahwa strategi ini dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan defisit anggaran BPJS.

Adapun perbedaan antara kedua kelas tersebut yaitu kelas A, minimal luas per tempat tidur

adalah 7,2 m2 dengan jumlah maksimal 6 tempat tidur peruangan (6 pasien). Sedangkan di

kelas B luar per tempat tidur 10 m2 dengan jumlah maksimal 4 tempat tidru per ruangan.

Sejauh ini nominal pembayaran kelas standar belum diketahui. Isu terbaru menyatakan tarif

premi standarisasi kelas ini sebesar Rp75.000 dan wacana penerapannya pada tahun 2022

selambat-lambatnya awal tahun 2023.

Berdasarkan laporan Dewan Jaminan Sosial nasional (DJSN), sebanyak 81 persen rumah

sakit (RS) siap menerapkan kebijakan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS Kesehatan

dengan perlu penyesuaian. Akan tetapi, penerapan BPJS Standar Kelas satu ini masih

menghadapi pro kontra dalam masyarakat. Dilansir dari laman suarasurabaya.net, Radio

Suara Surabaya melakukan polling pendengar soal setuju atau tidak setuju tentang kebijakan

tersebut. Hasilnya, sebesar 60% pendengar tidak setuju. Sebesar 40% masyarakat setuju

dengan harapan pelayanan menjadi sama tanpa ada diskriminasi. Bagi mereka yang tidak

setuju, mereka beralasan selain karena kemampuan setiap orang yang berbeda,

penyamarataan kelas ditakutkan hanya akan berimbas pada penurunan pelayanan. Yang

paling terasa adalah masyarakat kelas bawah atau sekarang kelas mandiri 3, yang pasti akan

terasa di tahap awal pembayaran iurannya, karena bayaran (iuran) mereka naik. Dilansir dari

laman cnbcindonesia.com, Indonesia dalam pelaksanaan kelas standar ini nantinya,



pemerintah akan berbagi keuntungan atau sharing benefit dengan asuransi swasta. Pasalnya,

peserta JKN memiliki pilihan untuk naik tingkat ke kelas private. Tentu bagi masyarakat yang

secara ekonomi pas-pasan tidak punya pilihan untuk naik ke kelas private atau tak akan

mampu untuk menjadi peserta asuransi swasta. Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK) yang saat

ini masih disusun oleh Kementerian Kesehatan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)

harus memperhitungkan dan mempertimbangkan masyarakat tidak mampu.

Di sisi lain, kebijakan dari Kelas Standar ini juga akan menyebabkan banyak masyarakat

yang meninggalkan BPJS dan memilih untuk mendaftarkan diri sebagai peserta asuransi

non-BPJS. Terutama bagi peserta bergaji tinggi yang bisa saja membayar premi asuransi

non-BPJS yang telah ada saat ini walaupun premi yang ditawarkan lebih tinggi dibanding

BPJS. Terlebih, saat ini banyak asuransi non-BPJS yang memberikan pelayanan dan fasilitas

terbaik kepada para pesertanya. Mulai dari pendaftaraan pemeriksaan tanpa harus mengantri

panjang, bebas memilih layanan terbaik sesuai dengan premi yang dipilih, hingga peserta

yang dapat memilih rumah sakit tanpa membutuhkan tambahan surat rujukan. Kemungkinan

lainnya adalah masyarakat akan mogok dalam membayarkan premi bulanan BPJS yang

membuat defisit BPJS semakin membengkak. Kondisi satu ini tentu akan berdampak pada

pelayanan kesehatan yang diberikan kepada fasilitas kesehatan dan peserta BPJS lainnya.

Selain itu, saat ini pelayanan dan kepesertaan BPJS pun sudah tidak relevan dan terlalu

diskriminatif. Salah satu contohnya adalah keharusan dan kewajiban warga negara Indonesia

untuk menjadi peserta BPJS untuk bisa mendapatkan layanan publik yang diinginkan. Tentu

saja hal ini bertentangan dengan UU Kesehatan Bab III Pasal 5, ayat 3 yang berbunyi, “Setiap

orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan pelayanan kesehatan yang

diperlukan bagi dirinya”.

Hal-hal yang disebutkan di atas pada dasarnya berakar pada satu persoalan krusial:

pemerintah yang tidak berpedoman kepada prinsip-prinsip hak atas kesehatan yang

mengharuskan layanan kesehatan mudah diakses secara keuangan, dalam meresmikan aturan

mengenai iuran baru padahal, aksesibilitas keuangan mensyaratkan agar layanan kesehatan

harus terjangkau bagi seluruh masyarakat. Di sisi lain, kita tidak dapat menutup mata

terhadap tata kelola BPJS Kesehatan yang masih jauh di bawah standar. Mulai dari data

kepesertaan yang tidak valid, absennya tindakan tegas terhadap ribuan badan usaha yang

tidak membayar jaminan kesehatan pekerjanya, hingga pengabaian terhadap tindakan

kecurangan (fraud) yang dilakukan oleh oknum-oknum seperti pasien, penyedia obat, dan



juga BPJS Kesehatan sendiri. Melihat rentetan persoalan di atas, jelas bahwa defisit tidak

dapat serta merta ditimpakan sepenuhnya kepada masyarakat.

Selain itu, perubahan kebijakan BPJS yang dilakukan hampir setiap tahunnya ini dirasa

sangat tidak efektif dan membebani rakyat. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Trubus

Rahadiansyah selaku Analisis Kebijakan Publik Universitas Trisakti yang menyatakan bahwa

kebijakan BPJS saat ini tergolong diskriminatif dan sangat membebani rakyat. Apalagi

mengingat perubahan kebijakan BPJS terkesan terburu-buru dan mendadak tanpa adanya

sosialisasi lebih lanjut dan merata ke semua lapisan masyarakat. Sama halnya dengan

perubahan kebijakan mengenai Kelas Standar, berita tentang hal ini baru dibicarakan sejak

minggu kedua bulan Juni yang kurun waktunya kurang dari sebulan dari waktu

penetapannya.

Terkait dengan problematika perubahan-perubahan kebijakan BPJS ini, sangat disayangkan

bahwa pihak-pihak terkait tidak melakukan sosialisasi terlebih dahulu dan wacana tersebut

kepada masyarakat selaku peserta BPJS. Selain itu, harusnya pendaftaran pelayanan dan

kepesertaan BPJS juga harus disesuaikan dengan aturan Undang-Undang yang ada untuk

melindungi hak dan kewajiban dari warga negara Indonesia selaku peserta BPJS tersebut.

Jikalau kebijakan terbaru ini tidak dapat diganti, maka pihak-pihak terkait juga harus

memberikan alasan dan layanan yang lebih baik kepada peserta bergaji tinggi yang

diharuskan membayar iuran lebih besar.
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